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ABSTRAK 
 
Kesantunan berbahasa  merupakan hal yang penting dalam kegiatan berkomunikasi. Politisi 
merupakan salah satu kelompok yang harus memperhatikan kesantunan berbahasa. Salah satu acara 
yang menayangkan politisi berbahasa adalah talk show. Kesantuan berbahasa politisi dikaji dengan 
teori dari Leech (maksim kebijaksanaan, maksim kemurahan, maksim penerimaan, maksim 
kerendahan hati, maksim kecocokan dan  maksim kesimpatian). Kesantunan berbahasa juga 
memiliki peran yang penting dalam penerapan kurikulum 2013. 
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PENDAHULUAN 
  
Berkomunikasi  merupakan 
kegiatan yang selalu kita lakukan 
dalam kehidupan sehari-hari, hampir 
tidak ada kegiatan yang kita lakukan 
tanpa berkomunikasi baik lisan 
maupun tulisan. Komunikasi lisan 
yang kita lakukan terhadap orang lain 
bisa berdampak positif maupun 
negatif terhadap mitra tutur kita. Tidak 
jarang kita temui karena perkataan (isi 
pembicaraan) mengakibatkan penutur 
dan mitra tutur menjadi bertikai atau 
menjadi saling tidak merasa nyaman.  
Supaya kenyamanan dan tujuan 
berkomunikasi dapat berjalan dengan 
baik maka diharapkan penutur dan 
mitra tutur menerapkan kesantunan 
berbahasa. Ada beberapa pakar yang 
membahas mengenai kesantunan 
berbahasa antara lain Lakoff, Fraser, 
Brown dan Levinson dan  Leech. 
Secara singkat dan umum menurut 
para pakar tersebut ada tiga kaidah 
yang harus dipatuhi agar tuturan kita 
terdengar santun oleh pendengar atau 
lawan tutur kita. Ketiga kaidah itu 
adalah (1) formalitas (formalitiy), (2) 
ketidaktegasan (hesitancy) dan  (3) 
kesamaan atau kesekawanan (equality 
or camaraderie) dalam (Chaer, 2010: 
10). 
Kesantunan berbahasa juga tidak 
bisa lepas dari teori tindak tutur. 
Chaer (2010) memperlihatkan bahwa 
jenis tindak tutur beragam (misalnya: 
representatif, direktif, ekspresif, 
komisif dan  deklaratif), fungsi tindak 
tutur beragam (misalnya: fungsi 
meminta, memerintah dan  melarang) 
dan  strategi penyampaian tindak tutur 
tersebut juga beragam (misalnya, 
disampaikan secara langsung atau 
tidak langsung) yang terkait dengan 
konteks sosial budaya. Oleh karena 
itu, pengkajian mengenai tindak tutur 
kesantunan berbahasa perlu 
melibatkan teori tindak tutur. 
 
PEMBAHASAN 
 
Leech (1993:119) menyatakan 
bahwa kesantuan berbahasa 
merupakan salah satu bidang kajian 
pragmatik. Istilah pragmatik itu 
diartikan berbeda oleh para ahli, tetapi 
pada intinya adalah mengacu pada 
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telaah penggunaan bahasa secara 
konkret dengan mempertimbangkan 
situasi pemakaiannya atau lazim 
disebut konteks. Dalam situasi nyata, 
orang mempergunakan bahasa tidak 
hanya berurusan dengan unsur bahasa 
itu sendiri, tetapi juga 
memperhitungkan unsur – unsur lain 
di luar bahasa yang melingkupi 
percakapan, seperti orang–orang yang 
terlibat, masalah yang dipercakapkan, 
tempat dan waktu terjadinya 
percakapan dan  sebagainya. 
Pada dasarnya setiap orang 
harus memperhatikan kesantunan 
berbahasa ketika berkomunikasi 
dengan orang lain, tetapi tidak dapat 
dipungkiri bahwa tidak semua orang 
dapat merealisasikan kesantunan 
berbahasa ketika berkomunikasi. Hal 
tersebut dapat diakibatkan oleh 
beberapa hal antara lain kepentingan 
pribadi, kepentingan kelompok dan  
yang paling sering terjadi adalah 
penutur dan mitra tutur tidak dapat 
menahan emosi ketika lawan bicara 
tidak setuju dengan 
pemikiran/pernyataan yang 
diungkapkan. 
Salah satu kelompok masyarakat 
yang diharapkan dapat berkomunikasi 
dengan santun adalah politisi. Karena 
pada dasarnya kehidupan manusia 
tidak pernah lepas dari politik. 
Sebetulnya semua persoalan yang 
dihadapi manusia merupakan masalah 
politik, tidak ada yang di luar politik 
(Darma, 2009:91). Politisi atau sering 
juga disebut sebagai politikus 
merupakan ahli politik; ahli 
kenegaraan atau orang yang 
berkecimpung  di bidang politik 
(KBBI:887). Kaum politisi bukan 
masyarakat biasa, mereka adalah 
orang – orang yang diharapkan dapat 
membuat kebijakan-kebijakan yang 
menguntungkan masyarakat. Mereka 
memiliki kemampuan sekaligus 
kekuasaan yang tidak dimiliki oleh 
masyarakat biasa. Karena mempunyai 
kelebihan tersebut mereka sering 
menjadi sorotan baik dari segi 
perilakunya maupan juga dari tutur 
sapa dan bahasa yang digunakannya. 
Di tengah kemajuan teknologi 
saat ini kita dapat melihat politisi 
beradu pendapat dengan politisi lain 
mengenai suatu masalah kenegaraan 
dalam acara televisi seperti talk show. 
Talk show memang tidak akan 
memberikan solusi mengenai masalah 
yang didiskusikan tetapi penonton 
dapat melihat pandangan dari berbagai 
narasumber yang didatangkan dan 
mengajak penonton untuk berpikir 
lebih bijak mengenai masalah yang 
sedang dibicarakan dan tidak melihat 
hanya dari satu sisi saja.  
Talk show  tidak selalu 
mendatangkan politisi sebagai 
narasumbernya, hal tersebut 
tergantung topik yang diangkat dalam 
diskusi tersebut. Biasanya topik yang 
diangkat adalah hal-hal yang sedang 
menjadi perdebatan di tengah 
masyarakat. Sekarang ini hampir 
setiap stasiun televisi menayangkan 
acara talk show. Hal ini terjadi karena 
acara talk show mempunyai kelebihan 
tersendiri dibandingkan dengan acara 
berita biasa. Dengan didatangkannya 
narasumber dalam acara talk show 
informasi yang diterima oleh 
pemirsa/penonton akan lebih akurat 
karena langsung dari informannya 
sendiri. Hal lain yang paling menonjol 
dari acara talk show adalah informasi 
yang kita terima tidak setengah-
setengah sehingga persepsi kita tidak 
akan salah. 
Talk show biasanya ditayangkan 
secara langsung (live)  sehingga  dapat 
dilihat dengan jelas bagaimana 
kesantunan berbahasa politisi yang 
dianalisis karena tayangan tersebut 
tidak diedit (apa adanya). Tidak semua 
acara talk show ditayangkan secara 
langsung (live)  tetapi pada umumnya 
ditayangkan secara live  karena ada 
acara talk show yang melibatkan 
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penonton dalam diskusi tersebut 
melalui sambungan telepon. Salah 
satu teori kesantunan  yang sering 
digunakan untuk menganalisis tuturan 
adalah yang dikemukakan oleh  
George Leech. Prinsip kesantunan 
Leech berkenaan dengan hubungan 
antara dua peserta tutur yang disebut 
sebagai diri atau penutur dan lain atau 
lawan tutur. Di samping pihak itu, 
penutur juga dapat menunjukkan 
kesopanan kepada pihak ketiga yang 
hadir ataupun tidak hadir dalam 
peristiwa tutur.  
Terwujudnya kesantunan 
berbahasa tidak terlepas dari prinsip 
kerjasama yang dikemukakan oleh 
Grice. Leech (1983:82) menyatakan 
bahwa prinsip kerja sama yang 
dikemukakan oleh Grice (1975) 
memungkinkan partisipan suatu 
percakapan untuk berkomunikasi 
dengan anggapan bahwa partisipan 
yang lain bersedia untuk bekerja sama. 
Prinsip kerja sama yang dikemukakan 
oleh Grice tersebut memiliki maksim-
maksim yang menyebutkan apa yang 
harus dilakukan oleh setiap pembicara 
dalam suatu komunikasi agar tidak 
terjadi ketidaksantunan. Maksim-
maksim itu harus diaplikasikan oleh 
peserta tutur untuk menjaga 
kesantunan dan untuk mencapai tujuan 
komunikasi.  
Maksim dari Grice terdiri dari: 
1) maksim kuantitas menjelaskan 
bahwa setiap penutur diharapkan 
memberi informasi yang secukupnya 
atau sebanyak yang dibutuhkan oleh 
mitra tutur, 2) maksim kualitas 
menjelaskan bahwa setiap peserta 
tutur diharapkan menyampaikan 
sesuatu yang benar-benar nyata, 3) 
maksim relevansi menjelaskan bahwa 
setiap peserta percakapan hendaknya 
memberikan kontribusi yang relevan 
dengan sesuatu yang sedang 
dipertuturkan dan  4) maksim cara 
menjelaskan bahwa setiap peserta 
percakapan hendaknya selalu bertutur 
sapa secara langsung, secara jelas, 
tidak berlebih-lebihan dan  runtut.  
Leech (1993) membagi teori 
kesantunan dalam enam maksim 
maksim yaitu: (1) maksim 
kebijaksanaan  menggariskan bahwa 
setiap peserta tuturan harus 
meminimilkan kerugian orang lain, 
atau memaksimalkan keuntungan bagi 
orang lain, (2) maksim penerimaan 
mengharuskan penutur untuk 
meminimalkan keuntungan diri sendiri 
dan memaksimalkan kerugian diri 
sendiri., (3)  maksim kemurahan 
mengharuskan penutur untuk 
meminimalkan kecaman terhadap 
orang lain, tetapi harus 
memaksimalkan pujian kepada orang 
lain itu, (4) maksim kerendahan hati 
mengharuskan penutur untuk 
meminimalkan pujian kepada dirinya, 
tetapi harus mengecam diri sendiri 
sebanyak mungkin, (5) maksim 
kecocokan mengharuskan seseorang 
untuk memaksimalkan kesepakatan 
dengan orang lain dan meminimalkan 
ketidaksepakatan dengan orang lain 
dan  (6) maksim kesimpatian 
mengharuskan penutur dan mitra tutur 
memaksimalkan rasa simpati dan 
meminimalkan rasa antipati di antara 
mereka. 
Sebagai kesimpulan terhadap 
teori kesantuan dari Leech (Chaer, 
2010: 61 – 67) merangkumnya 
sebagai berikut. 
a) Maksim kebijaksanaan, maksim 
penerimaan, maksim kemurahan 
hati dan maksim kerendahan 
hati adalah maksim yang 
berhubungan degan keuntungan 
atau kerugian diri sendiri dan 
orang lain.  
b) Maksim kecocokan dan maksim 
kesimpatian adalah maksim 
yang berhubungan degan 
penilaian buruk atau baik pentur 
terhadap dirinya sendiri atau 
orang lain. 
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c) Maksim kebijaksanaan dan 
maksim kemurahan hati adalah 
maksim yang berpusat pada 
orang lain  
d) Maksim penerimaan dan 
kerendahan hati adalah maksim 
yang berpusat pada diri sendiri. 
Menurut Leech untuk 
terwujudnya kesantunan berbahasa 
dalam tuturan maka kepatuhan dalam 
setiap maksim seperti yang 
dikemukakan di atas merupakan hal 
yang mutlak. Berikut ini akan 
dipaparkan beberapa tuturan yang 
dianggap melanggar maksim 
kesantunan dari Leech. 
Dalam salah satu tayangan talk 
show di televisi terdapat tuturan 
politisi “...saya bilang direktur ini 
sangat kurang ajar, sepantasnya bapak 
pecat”. Pernyataan politisi tersebut 
telah melanggar maksim kemurahan, 
hal ini terlihat dari pengguanan kata 
‘kurang ajar’ dan ‘sepantasnya bapak 
pecat’. Tuturan di atas terjadi ketika 
pembawa acara menanyakan 
bagaimana keterlibatan politisi dalam 
pembagian uang di DPR.  Politisi 
tersebut telah memaksimalkan 
kecaman kepada direktur, padahal 
seharusnya maksim kemurahan 
mengharapkan penutur memberikan 
pujian kepada mitra tutur. Dari contoh 
di atas dapat  dilihat bahwa politisi 
tersebut tidak menjaga tutur bicaranya 
sehingga merugikan direktur tersebut. 
Tuturan politisi di atas merupakan 
salah satu contoh yang  
memperlihatkan bahwa dalam acara 
talk show  politisi sering melanggar 
maksim  kesantunan berbahasa ketika 
berdiskusi. Seharusnya politisi harus 
bisa menjaga tutur bicaranya apalagi 
acara tersebut ditayangkan di televisi 
secara langsung dan semua 
masyarakat bisa menonton dan 
menilai sikap dari politisi tersebut. 
Contoh lain dari pelanggaran 
maksim Leech dalam tuturan politisi 
adalah “ PDI Perjuangan bang”. 
Tuturan politisi tersebut terjadi karena 
pemandu acara mengatakan bahwa 
politisi tersebut berasal dari PDI P. 
Politisi tersebut tidak setuju kalau PDI 
Perjuangan disamakan dengan PDI P. 
Tuturan tersebut telah melanggar 
maksim kecocokan karena 
memaksimalkan ketidaksepakatan 
dengan pembawa acara padahal objek 
yang dituju sama. 
Dari keenam  kesantunan Leech 
yang paling sering dilanggar politisi 
dalam acara talk show sejauh 
pengamatan penulis adalah maksim 
kemurahan dan maksim kecocokan. 
Maksim kemurahan yang 
mengharuskan memberikan pujian 
kepada mitra tutur merupakan hal 
yang sangat sulit di dunia politik 
sehingga tidak mengherankan jika 
maksim ini banyak dilanggar oleh 
politisi. Maksim kedua yang paling 
sering dilanggar adalah maksim 
kecocokan di mana politisi diharapkan 
memaksimalkan kecocokan dengan 
mitra tutur (lawan politik) tentu hal ini 
sangat sulit karena menyangkut 
kepentingan pribadi maupun 
kepentingan kelompok dari politisi 
tersebut. Dari penjelasan di atas dapat 
disimpulkan bahwa tidak semua 
politisi dapat mematuhi kesantunan 
berbahasa walaupun tidak dapat 
dipungkiri bahwa masih ada politisi 
yang santun. 
Penerapan kesantunan berbahasa 
bukan juga mengikat supaya kita 
menyatakan hal yang menyenangkan 
orang saja tanpa memperdulikan 
kebenarannya, tetapi kesantunan 
berbahasa mengajak kita untuk 
berkomunikasi dengan baik dan 
meminimkan kesalahpahaman 
diantara penutur dan mitra tutur. 
Kesantunan berbahasa bagi politisi 
merupakan hal mutlak yang harus 
dimiliki oleh politisi jika ingin terus 
berkecimpung di dunia politik. 
Ketidaksantunan politisi dalam 
bertutur dan bersikap akan 
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mengakibatkan karier politiknya tidak 
akan berjalan mulus.  
Masyarakat akan selalu 
memperhatikan dan menilai politisi 
dalam bersikap dan bertutur. Untuk 
hal tersebut maka diharapkan politisi 
agar selalu memperhatikan sikap dan 
tuturannya. Dalam hal kesantunan 
berbahasa, politisi dapat menerapkan 
teori kesantunan dari Leech dalam 
komunikasinya sehingga tujuan 
komunikasi dapat berjalan dengan 
lancar dan masyarakat akan 
memberikan respon yang baik kepada 
politisi yang dapat mengungkapkan 
pendapat, ide dan  kritikan kepada 
rekan politiknya dengan santun. Tidak 
dapat dipungkiri bahwa penilaian 
masyarakat akan berdampak baik bagi 
karir politisi. Dengan bersikap santun,  
politisi tidak hanya dihargai oleh 
masyarakat tetapi juga lawan 
politiknya. 
 
KESANTUNAN BERBAHASA 
DALAM PEMBELAJARAN 
BAHASA INDONESIA 
  
Kesantunan berbahasa juga tidak 
dapat diabaikan dalam pembelajaran, 
khususnya dalam pembelajaran bahasa 
Indonesia karena bahasa Indonesia 
merupakan bahasa yang digunakan 
dalam proses pembelajaran. Setiap 
mata pelajaran dalam kurikulum 2013 
yang termuat dalam KI (kompetensi 
inti) 2 baik di SMP dan SMA memuat 
diharapkannya tercapainya kesantunan 
berbahasa siswa hal tersebut terlihat 
dari isi KI 2.  
Di tingkat SMP  pada KI 2 
terdapat “Menghargai dan menghayati 
perilaku jujur, disiplin, 
tanggungjawab, peduli (toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri, 
dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam 
dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya”. Pada tingkat SMA 
pada KI 2 mengharapkan peserta didik  
Menghayati dan mengamalkan 
perilaku jujur, disiplin, 
tanggungjawab, peduli (gotong 
royong, kerjasama, toleran, damai), 
santun, responsif dan pro-aktif dan 
menunjukkan sikap sebagai bagian 
dari solusi atas berbagai permasalahan 
dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam 
serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan 
dunia. 
KI 2 tersebut kemudian 
dikembangkan dalam beberapa 
kompetensi dasar yang tetap memuat 
bagaimana peserta didik diharapkan 
selalu berbahasa santun sesuai dengan 
materi pelajaran yang diajarkan. 
Dalam kurikulum 2013 terlihat bahwa 
kesantunan berbahasa dianggap 
penting oleh pemerintah untuk 
mewujudkan peserta didik yang sesuai 
dengan standar pendidikan. Walaupun 
KI 2 tidak diajarkan tetapi KI 2 
terintegrasi dengan KI 3 dan KI 4. 
Dari KI 2 setiap mata pelajaran 
baik di tingkat SMP dan SMA, peserta 
didik  diharapkan mampu berbahasa 
santun dalam setiap kesempatan. 
Berbahasa santun dalam  proses 
pembelajaran dalam kurikulum 2013 
merupakan hal mutlak. Bahasa 
Indonesia sebagai bahasa yang 
digunakan dalam kegiatan proses 
pembelajaran memiliki peran penting 
untuk mewujudkan tercapainya 
peserta didik yang dapat berbahasa 
santun. 
Kesantunan berbahasa tidak 
akan terwujud hanya dengan 
mempelajari teori tentang kesantunan 
berbahasa melainkan harus 
dipraktikkan terutama dalam kegiatan 
pembelajaran. Untuk hal tersebut guru 
diharapkan harus memperhatikan 
kesantunan berbahasanya dalam 
proses belajar mengajar. Guru 
dilarang  mengucapkan kata-kata yang 
tidak mencerminkan kesantunan 
berbahasa karena peserta didik akan 
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selalu meniru apa yang dilakukan oleh 
gurunya. Penerapan kesantunan 
berbahasa yang baik oleh guru akan 
berdampak terhadap kemampuan 
berbahasa peserta didik sehingga 
kesantunan berbahasa benar-benar 
terwujud.  
Pembelajaran bahasa Indonesia 
diharapkan sebagai ujung tombak 
tercapainya kesantunan berbahasa 
yang baik oleh peserta didik. Guru 
bahasa Indonesia harus mampu 
mengarahkan peserta didik untuk 
selalu menerapkan kesantunan 
berbahasa dalam setiap kesempatan. 
Penggunaan bahasa Indonesia dalam 
kegiatan proses belajar mengajar pada 
setiap mata pelajaran mengharuskan 
guru bahasa Indonesia memberikan 
perhatian penuh dalam hal kesantunan 
berbahasa.  
Melalui pembelajaran bahasa 
Indonesia inilah peserta didik 
dibimbing untuk mengungkapkan 
pemikirannya dengan santun tanpa 
menyinggung perasaan orang lain. 
Materi pelajaran bahasa Indonesia 
akan membantu peserta didik untuk 
mewujudkan penerapan kesantunan 
berbahasa dalam kegiatan 
berkomunikasi.   Guru bahasa 
Indonesia harus mampu mengoreksi 
dan mengarahkan apabila ada tuturan 
peserta didik yang tidak santun sesuai 
dengan maksim dari Leech baik dalam 
kegiatan proses pembelajaran 
maupaun di luar pembelajaran. Jadi 
dapat dikatakan bahwa guru bahasa 
Indonesia dan mata pelajaran bahasa 
Indonesia memiliki peran penting 
dalam terciptanya peserta didik yang 
mampu berbahasa dengan santun.  
Terwujudnya kesantunan 
berbahasa dalam pembelajaran bahasa 
Indonesia diharapkan berdampak juga 
di pembelajaran lain. Sehingga 
terwujud peserta didik yang mampu 
menerapkan kesantunan berbahasa 
dalam berkomunikasi sehingga  tidak 
ditemui lagi siswa yang 
‘sembarangan’ dalam berkomunikasi 
dengan siapapun dan dalam konteks 
apapun. 
 
PENUTUP 
  
Kesantunan berbahasa 
merupakan hal yang harus 
diperhatikan ketika melakukan 
kegiatan berkomunikasi. Penerapan 
kesantunan berbahasa merupakan 
salah satu cara untuk mewujudkan 
tercapainya tujuan komunikasi selain 
prinsip kerja sama. Politisi merupakan 
kelompok yang harus menerapkan 
kesantunan berbahasa dalam kegiatan 
komunikasi untuk menunjang karier 
politik dari politisi tersebut. 
Kesantunan berbahasa  juga memiliki 
peran yang penting dalam penerapan 
kurikulum 2013, walaupun kesantunan 
tidak diajarkan tetapi kesantunan 
berbahasa terintegrasi dengan materi 
yang diajarkan. Kesantunan berbahasa 
dalam kurikulum 2013 terdapat dalam 
kompetensi inti 2 (KI 2) baik ditingkat 
SMP maupun SMA. Mata pelajaran 
bahasa Indonesia dan guru bahasa 
Indonesia memiliki peran penting 
untuk terwujudnya peserta didik yang 
mampu menerapkan  kesantunan 
berbahasa dalam kegiatan 
komunikasinya baik formal maupun 
non formal.  
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